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MOTTO 

Yakinlah bahwa ada sesuatu yang menantimu setelah banyak bersabar, yang akan 

membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib) 

“....Papah mau mengingatkan, jika ingin meraih cita-cita, kita harus kerja keras, gigih 

dan jangan lupakan berdoa pada Allah….” 
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kucintai dan kusayangi: 

Almarhum Papahku, M. LUKMAN ABDULLAH, MPB, S.E. 
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RINGKASAN 

Salsabilla Abdullah. Agustus 2024. ANALISA HUKUM TERHADAP ORANG 
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JENIS KELAMIN. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum 

universitas lambung mangkurat. 63 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum 

 

Sejak lahir, manusia umumnya dikategorikan berdasarkan dua jenis kelamin yang baku, 

yaitu laki-laki atau perempuan. Kategorisasi ini menjadi fondasi penentu berbagai 

aspek kehidupan, mulai dari perilaku dan interaksi sosial hingga status hukum sebagai 

subjek negara. Status hukum memegang peranan yang penting dalam kehidupan 

seseorang karena dapat menentukan kedudukan mereka di mata hukum dan mengatur 

berbagai aspek kehidupan sosial. Namun, realita dalam beberapa kasus, terdapat bayi 

terlahir dengan organ vital yang tidak menunjukkan ciri-ciri jelas kelamin laki-laki atau 

perempuan sehingga menyulitkan penetapan jenis kelamin secara pasti. Kondisi ini 

dikenal sebagai kelamin ganda atau ambiguous genitalia, yang mana keadaan ini dapat 

menimbulkan kompleksitas dalam menentukan jenis kelamin dan berpotensi 

menimbulkan problematika di kemudian hari, khususnya terkait identitas diri. Selain 

itu, apabila terjadi kesalahan dalam identifikasi jenis kelamin pada bayi dengan kelamin 

ganda dapat berakibat pada kesalahan penetapan status hukum mereka. Kesalahan ini 

dapat berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti dalam ranah 

administrasi kependudukan serta perolehan hak dan kewajiban. Kemajuan dalam 

bidang kedokteran dan teknologi memungkinkan individu dengan kelamin ganda untuk 

menjalani prosedur operasi guna memperjelas identitas kelamin mereka. Meskipun 

prosedur ini dapat membantu dalam penentuan identitas, namun perubahan jenis 

kelamin ini membawa implikasi hukum yang signifikan. di Indonesia, peraturan 

perundang-undangan belum mengatur secara mendalam dan menyeluruh terkait 

persoalan ini, sehingga menimbulkan kekosongan hukum bagi mereka yang ingin 

menjalani prosedur operasi perubahan jenis kelamin maupun untuk memperoleh 

keabsahan atas perubahan identitasnya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 memang tidak memperkenankan hakim menolak perkara dengan alasan 

tidak adanya aturan hukum yang mendasarinya. Namun disisi lain, peraturan hukum 

yang jelas juga diperlukan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi seluruh 

kalangan, baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan adanya 

kekosongan hukum terkait permasalahan ini menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam 

mengadili perkara. Selain itu, orang yang berkelamin ganda yang mengubah jenis 

kelaminnya dihadapkan pada ketidakpastian terkait identitasnya dimata hukum.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap 

sistematika hukum, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

tema yang diangkat dan dianalisis dengan tujuan untuk mencari kejelasan atas 

kekosongan hukum tersebut. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konspetual 

(conceptual approach) yang didukung dengan tiga jenis sumber bahan hukum yakni 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
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Orang dengan keadaan ambiguous genitalia atau kelamin ganda yang melakukan 

prosedur operasi perbaikan diharuskan untuk mengajukan perubahan terhadap identitas 

dirinya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat. Perubahan jenis 

kelamin sendiri dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang dapat merubah 

elemen data kependudukan sehingga harus dilakukan pelaporan untuk melakukan 

perubahan identitas diri pada data kependudukannya. Sebelum perubahan jenis 

kelaminnya dapat dicatatkan, maka ia terlebih dahulu diharuskan untuk mengajukan 

permohonan untuk dapat mengubah jenis kelaminnya ke Pengadilan Negeri setempat. 

peraturan terkait perubahan jenis kelamin dalam Peraturan Perundang-Undangan hanya 

mengatur terkait mekanisme perubahan data kependudukan atau administrasi semata, 

bukan dalam hal perubahan jenis kelamin itu sendiri. Sehingga dalam perkara ini hakim 

diwajibkan untuk menemukan hukum berkaitan dengan perkara perubahan jenis 

kelamin. Guna menyikapi kekosongan hukum dalam perkara ini, hakim berpedoman 

pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengharuskannya 

untuk menggali hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu hakim juga 

melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap beberapa Undang-Undang yang 

sekiranya terkait dengan permasalahan perubahan jenis kelamin. Berdasarkan analisis 

contoh kasus yang tercantum dalam skripsi ini, hakim menitikberatkan 

pertimbangannya pada dua aspek krusial. Pertama, terkait dengan kebenaran peristiwa 

perubahan jenis kelamin pemohon. Pada pertimbangan pertama, hakim yang 

menangani perkara ini melakukan sinkronasi antara keterangan-keterangan saksi dan 

pemohon dan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, yakni berupa alat-alat 

bukti yang diajukan pemohon. Selain itu, hakim juga mengamati ciri fisik pemohon 

selama persidangan berlangsung. Sedangkan pertimbangan yang kedua hakim 

menggali tentang pandangan beberapa aspek berkenaan dengan kasus ini seperti aspek 

hukum, agama yang dianut pemohon serta aspek sosiologis. Dalam aspek hukum, 

hakim menyandarkan pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada 

aspek agama, Hakim merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) No. 01/MUNAS-VIII/MUI/2010 dan keputusan Muktamar NU ke-26 

yang mana keduanya menyinggung persoalan tentang ketentuan-ketentuan perubahan 

jenis kelamin bagi yang beragama Islam. Sedangkan pada aspek sosiologis, Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada 

keterangan para saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri terkait kehidupan sosial 

pemohon. 

Keputusan untuk mengubah jenis kelamin membawa konsekuensi tertentu bagi 

berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban, lingkungan sosial, serta akibat hukum. 

Konsekuensi-konsekuensi ini akan berlaku pasca perubahan jenis kelamin secara resmi 

dicatatkan di pencatatan sipil. akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah 

dilakukannya perubahan jenis kelamin diantaranya: (1) Identitas Individu dalam 

kependudukan, (2) Kewarisan, serta (3) Perkawinan. Apabila dalam permohonan 

perubahan jenis kelamin yang diajukan tersebut telah mendaatkan persetujuan hakim 

dalam penetapan yang diterbitkan, maka aspek-aspek tersebut diatas juga akan 

terpengaruh mengikuti status jenis kelaminnya yang baru. Pencatatan peristiwa penting 

lainnya atau perubahan jenis kelamin diatur pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Sesuai 
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dengan ketentuan kedua peraturan tersebut, pencatatan akan dilakukan oleh pejabat 

pencatatan sipil setelah mengisi formulir serta melampirkan persyaratan-persyaratan. 

Pada identitas kependudukan, kolom jenis kelamin pada dokumen kependudukannya 

seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang yang bersangkutan akan 

berubah sesuai dengan jenis kelamin pasca penetapan pengadilan, sedangkan pada akta 

catatan sipil akan diberikan catatan pinggir mengenai terjadinya peristiwa penting 

lainnya. Pada bidang kewarisan Islam, jenis kelamin merupakan faktor penting dalam 

menentukan hak waris seseorang karena antara laki-laki dan perempuan memiliki 

penghitungannya masing-masing. Pada kasus ambiguous genitalia, maka penentuan 

hak warisnya akan dilakukan setelah diketahui apa jenis kelamin pastinya, apakah dia 

lebih dominan sebagai laki-laki atau perempuan. Apabila kesulitan menentukan jenis 

kelamin yang dominan tersebut, maka hak warisnya akan ditangguhkan hingga ia 

menunjukkan tanda-tanda akil baligh karena ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan 

memiliki perbedaan yang signifikan. Hal serupa juga terjadi pada aspek perkawinan. 

Di indonesia perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang 

nantinya berstatus sebagai suami dan istri sesuai yang termaktub dalam Undang-

Undang Perkawinan. Dengan disahkannya perubahan jenis kelamin seseorang, maka 

statusnya dalam pernikahan akan mengikuti sesuai dengan jenis kelamin yang telah 

dicatatkan pasca perubahan identitas kependudukannya. 
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ABSTRAK 

Identitas jenis kelamin bayi umumnya ditentukan oleh tenaga medis saat proses 

persalinan. Namun, pada beberapa kasus, bayi dengan kelamin ganda (ambiguous 

genitalia) mengalami kesulitan identifikasi yang berpotensi menimbulkan kesalahan 

penentuan jenis kelamin. Kemajuan medis dan teknologi memungkinkan operasi 

korektif atau perbaikan bagi orang dengan kelamin ganda untuk memperjelas identitas 

mereka. Perubahan jenis kelamin sendiri berdampak signifikan pada status hukum, 

namun di Indonesia belum ada peraturan yang jelas terkait hal ini, sehingga 

menimbulkan kekosongan hukum bagi orang yang menjalani prosedur tersebut. 

meskipun dalam ranah peradilan belum ada arahan spesifik terkait perubahan jenis 

kelamin, namun Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 melarang hakim 

menolak suatu perkara, termasuk dengan alasan kekosongan hukum. Oleh karena itu, 

penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan hukum dalam 

menetapkan permohonan perubahan jenis kelamin terhadap orang yang berkelamin 

ganda serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perubahan jenis kelamin. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) yang dilakukan melalui analisis secara sistematis. Untuk memperoleh 

pengesahan atas perubahan jenis kelamin, maka orang yang berkelamin ganda yang 

akan melakukan operasi perbaikan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Negeri setempat. Dalam contoh kasus pada penelitian ini, hakim mempertimbangkan 

aspek hukum, agama yang dianut pemohon, serta sosiologis yang didukung dengan 

keterangan-keterangan dan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Adapun perubahan 

jenis kelamin yang dialakukan orang dengan ambiguous genitalia akan berdampak 

pada aspek kependudukan, perkawinan, serta kewarisannya. 

 

 

Kata kunci (keyword) : perubahan jenis kelamin, kelamin ganda, akibat hukum 
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